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Abstract: Trade transactions can be conducted either directly or indirectly through the
internet. This transformation has led to a shift from conventional trading methods to a
modern system of commerce called Electronic Commerce or E-commerce. E-commerce
refers to the exchange of goods between buyers and sellers facilitated through online
platforms. Nevertheless, illicit activities frequently occur within the realm of online
buying and selling. The aim of this research is to understand E-commerce buying and
selling activities from the perspective of Civil Law and unlawful acts in E-commerce
buying and selling activities and the consequences in Civil Law. The method used is the
normative juridical research method. Juridical refers to the use of legal norms as a
basis for investigating and analyzing currently applicable legal regulations.
Meanwhile, the normative approach involves studying legal products such as laws and
regulations, as well as observing social realities related to the focus of this research.
Key Words: E-commerce; buying and selling; act against the law; Civil Code

Abstrak: Melalui internet, transaksi perdagangan dapat dilakukan secara langsung atau
tidak langsung. Hal ini telah mengubah pola perdagangan tradisional menjadi sistem
perdagangan yang lebih modern, yang dikenal sebagai Electronic Commerce. E-
commerce merupakan aktivitas perdagangan antara pembeli dan penjual yang
dilakukan melalui media internet. Namun, sering terjadi juga tindakan-tindakan
perbuatan melawan hukum dalam aktivitas jual beli secara online ini. Tujuan penelitian
ini untuk mengetahui Perbuatan Melawan Hukum dalam E-commerce berdasarkan
Hukum Perdata dan akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam perjanjian E-commerce
berdasarkan Hukum Perdata. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis
normatif. Yuridis mengacu pada penggunaan norma-norma hukum sebagai dasar untuk
menyelidiki dan menganalisis peraturan hukum yang berlaku saat ini. Sementara itu,
pendekatan normatif melibatkan penelaahan terhadap produk-produk hukum seperti
peraturan perundang-undangan, serta pengamatan terhadap realitas sosial yang
berkaitan dengan fokus penelitian ini.

Kata kunci: E-commerce; Jual-beli; perbuatan melawan hukum; Hukum Perdata.
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Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan dan penerapan teknologi
informasi di sektor ekonomi telah mengalami kemajuan yang pesat (Fauzi dkk,
2022). Perkembangan yang cepat ini telah menghasilkan kemudahan dalam akses
informasi bagi masyarakat dan juga memfasilitasi komunikasi antarindividu tanpa
terbatas oleh batasan ruang dan waktu (Huraerah dkk, 2023). Globalisasi dalam
bidang ekonomi, terutama perdagangan, telah semakin terfasilitasi oleh internet
sebagai media komunikasi yang cepat (Mukhsin, 2020; (Audina, 2022; Alesandra,
2022; Putri J, 2022). Internet sebagai media komunikasi yang cepat juga semakin
mempermudah globalisasi dalam dunia ekonomi. Melalui internet, transaksi
perdagangan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung (Estrada &
Wenagama, 2020). Hal ini telah mengubah pola perdagangan tradisional menjadi
sistem perdagangan yang lebih modern, yang dikenal sebagai Electronic Commerce
atau E-commerce (Rianty & Rahayu, 2021). Pertumbuhan E-commerce tidak hanya
dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi, tetapi juga karena tuntutan
masyarakat akan layanan yang cepat, mudah, praktis, dan berkualitas lebih tinggi
(Hasibuan, 2023).

E-commerce merupakan aktivitas perdagangan antara pembeli dan penjual
yang dilakukan melalui media internet (Widyastuti dkk, 2022). E-commerce bukan
hanya memberikan kemudahan kepada konsumen, tetapi juga mempermudah
produsen dalam memasarkan produk mereka dan menghemat waktu serta biaya
(Hidayati, 2020). Dengan adanya perdagangan berbasis teknologi canggih, E-
commerce telah mengubah cara perdagangan konvensional di mana interaksi antara
konsumen dan perusahaan sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi
yang tidak langsung (Milla & Faisol, 2023). E-commerce telah mengubah
paradigma bisnis tradisional dengan mengembangkan model interaksi antara
produsen dan konsumen dalam dunia virtual. Sistem perdagangan yang digunakan
dalam E-commerce juga dirancang untuk memiliki kemampuan melakukan tanda
tangan elektronik, mulai dari proses pembelian, pemeriksaan, hingga proses
pengiriman (Rabbani, 2023).

Walaupun penggunaan internet dalam transaksi perdagangan menawarkan
berbagai kemudahan, E-commerce tidak bisa dianggap sebagai sistem yang bebas
dari masalah, terutama bagi negara yang belum memiliki regulasi yang memadai
terkait E-commerce ini (Etania, 2022). Dalam kenyataannya, telah terjadi banyak
kasus yang merugikan konsumen akibat penggunaan media internet dalam transaksi
E-commerce ini (Wiryawan, 2021). Contohnya perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumennya dalam transaksi jual beli
melalui internet. Misalnya, konsumen sudah melakukan pembayaran melalui
layanan internet banking kepada penjual, namun barang yang telah dibeli tidak
dikirimkan oleh penjual atau barang yang dikirimkan tidak sesuai, sehingga
konsumen mengalami kerugian (Ansar, 2022; Elliza, 2022; Laksono, 2022; Alias
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& Suryaningsi, 2022). Selain itu, sering terjadi juga tindakan-tindakan yang dapat
dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Apabila terjadi perbuatan
melawan hukum oleh salah satu pihak dalam transaksi jual beli secara elektronik,
pihak yang dirugikan akan menghadapi kesulitan dalam menuntut ganti rugi yang
timbul akibat pelanggaran tersebut, karena hubungan hukum antara kedua pihak
tidak terjalin secara langsung sejak awal (Budianto, 2023).

Pada prinsipnya kemudahan akses yang diperoleh melalui internet juga
dapat membawa risiko tersendiri dan dampak yang merugikan. Pasal 1365
KUHPerdata mengatur tentang bentuk ganti rugi yang harus ditanggung oleh pihak
yang melakukan kesalahan dan menyebabkan kerugian kepada pihak lain. Dalam
Pasal 1365 tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang
menyebabkan kerugian kepada orang lain, mengharuskan pelaku yang bertanggung
jawab atas kesalahan tersebut untuk mengganti kerugian tersebut (Rahmi &
Suryaningsi, 2022; Widyaningsih & Suryaningsi, 2022; Nurrahman, 2022). Dalam
konteks ini, kita dapat melihat bahwa pihak yang tidak bertanggung jawab sesuai
dengan kesepakatan yang telah disepakati dapat dituntut oleh pihak yang merasa
dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi (Shalihah, 2022). Dalam konteks E-
commerce, penting untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang melakukan
transaksi melalui internet.

Dalam penulisan ini memfokuskan untuk mengetahui lebih jauh mengenai
“Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kegiatan Jual-Beli E-Commerce Berdasarkan
Hukum Perdata.” Adapun perumusan masalah dalam penulisan ini yaitu tentang
bagaimana Perbuatan Melawan hukum dari perjanjian E-commerce berdasarkan
Hukum Perdata dan bagaimana akibat dari Perbuatan Melawan Hukum dalam
perjanjian E-commerce berdasarkan Hukum Perdata. Sehingga dapat disimpulkan
tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui Perbuatan Melawan Hukum dalam E-
commerce berdasarkan Hukum Perdata dan akibat Perbuatan Melawan Hukum
dalam perjanjian E-commerce berdasarkan Hukum Perdata.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan
pada analisis bahan pustaka sebagai data sekunder, termasuk undang-undang,
peraturan, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Tahapan penelitian meliputi
pencarian hukum obyektif dan subjektif serta pengumpulan data melalui data
sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deduktif
untuk mengorganisasikan data ke dalam pola, kategori, dan tematik guna
menemukan kesimpulan yang mengacu pada teori hukum yang telah ada. Dengan
demikian, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang mendalam
terkait topik yang diteliti sesuai dengan metode ilmiah yang telah ditetapkan.

Copyright © 2020, JPH, e-ISSN: 2528-1992, p-ISSN: 2527- 6654

[154]



Hasil dan Pembahasan
Kegiatan Jual-Beli E-commerce Dari Kacamata Hukum Perdata

Perkembangan transaksi perdagangan elektronik di Indonesia mengalami
kemajuan yang signifikan, di mana teknologi internet, terutama E-commerce,
memiliki dampak yang sangat besar pada perdagangan global (Nasution dkk, 2020).
Pertumbuhan yang cepat dalam E-commerce ini disebabkan oleh beberapa faktor,
yaitu : a) E-commerce mampu mencapai lebih banyak pelanggan dan menyediakan
akses terus-menerus ke seluruh informasi; b) E-commerce dapat mendorong pihak
penjual untuk menjadi lebih kreatif dengan cepat, sementara informasi yang
disampaikan dapat didistribusikan secara berkala; c) E-commerce dapat
menciptakan efisiensi yang tinggi, serta biaya yang lebih rendah.

Dalam konteks transaksi jual beli secara elektronik, tidak dapat dipisahkan
dari konsep dasar perjanjian yang dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang
dimana pasal ini menegaskan bahwa perjanjian adalah tindakan di mana satu orang
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Ketika melakukan
perjanjian, diperlukan kepatuhan terhadap syarat-syarat sah perjanjian yang
diuraikan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal ini menyebutkan bahwa syarat sah
sebuah perjanjian yaitu : 1) adanya kesepakatan dari para pihak; 2) kecakapan yang
dimiliki dari para pihak; 3) adanya suatu hal tertentu; 4) suatu sebab (causa) yang
halal.

Dengan tercapainya suatu kesepakatan mengacu pada kesesuaian kehendak
dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, sehingga penting bahwa suatu
perjanjian tidak boleh melibatkan paksaan, kekhilafan, atau penipuan (Jamil, 2022).
Syarat sah hukum, sebagai salah satu persyaratan sah perjanjian, mengharuskan
bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kelayakan
hukum, yaitu mereka harus telah mencapai usia dewasa (18 tahun) atau menikah,
sehat secara mental, dan diakui oleh undang-undang (Hoirunnisa, 2022). Kemudian
suatu hal tertentu, yaitu keterkaitan dengan suatu objek perjanjian berarti bahwa
objek tersebut harus jelas, dapat diidentifikasi, dan dapat dihitung dalam jenis dan
jumlahnya, serta diizinkan oleh undang-undang. Sebab yang halal berarti bahwa
perjanjian harus didasarkan pada niat (itikad) yang baik (Ashar, 2022).

Dalam konteks E-commerce, transaksi online harus diwujudkan dalam
bentuk kontrak elektronik sebagai implementasi dari prinsip kebebasan berkontrak
yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata (Purwoko & Hartono, 2021).
Prinsip ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat
dan menentukan bentuk, jenis, dan isi perjanjian, selama memenuhi persyaratan sah
perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan tidak melanggar
ketertiban umum serta kesusilaan. Kontrak semacam itu memiliki kekuatan
mengikat dan berlaku sebagai hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya
(Yudityastri, 2020).

Dalam transaksi jual beli di E-commerce, mirip dengan transaksi jual beli
konvensional yang terjadi di dunia nyata, dilakukan oleh pihak-pihak terkait.
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Meskipun dalam transaksi jual beli secara elektronik ini pihak-pihak tersebut tidak
bertemu langsung, namun mereka tetap berhubungan melalui internet. Pihak-pihak
dalam kegiatan jual beli di E-commerce antara lain: (1) Pembeli merujuk kepada
individu yang tidak dilarang oleh hukum, menerima penawaran dari penjual atau
pelaku usaha, dan memiliki niat untuk melakukan transaksi pembelian produk yang
ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha. (2) Penjual atau pelaku usaha adalah
pihak yang menawarkan suatu produknya melalui internet sebagai bagian dari
kegiatan usahanya. (3) Bank berperan sebagai lembaga yang mengalirkan dana dari
pembeli atau konsumen ke penjual atau pelaku usaha, karena dalam transaksi jual
beli pada E-commerce, penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung karena
mereka berada di lokasi yang berbeda. Oleh karena itu, pembayaran dapat
dilakukan melalui perantara, seperti bank. Pembayaran dapat dilakukan secara
langsung atau tidak langsung, misalnya melalui fasilitas internet, tetapi tetap
mengacu pada sistem keuangan nasional.

Transaksi dalam E-commerce melalui media elektronik, yang dilakukan
tanpa menggunakan dokumen fisik ini menciptakan sistem pembuktian yang juga
bersifat elektronik (Bakri dkk, 2021). Secara umum, dalam transaksi di E-
commerce yang didasarkan pada kontrak elektronik, prinsip pembuktian mengacu
pada hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata. Pasal
tersebut menjelaskan bahwa setiap individu yang merasa memiliki hak atau merasa
haknya terganggu harus dapat membuktikannya secara hukum. Proses pembuktian
harus mengikuti ketentuan mengenai alat bukti yang diakui secara hukum,
sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata. Ketentuan alat bukti tersebut
antara lain meliputi: surat tertulis; saksi; persangkaan; pengakuan; serta sumpah.

Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kegiatan Jual-Beli E-commerce dan
Akibatnya Dalam Hukum Perdata

Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal
1365 KUHPerdata menyatakan bahwa tindakan yang secara melanggar hukum
menyebabkan kerugian bagi orang lain, dan orang yang bertanggung jawab atas
tindakan tersebut diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut (Sari, 2021).
Perbuatan Melawan Hukum dianggap terjadi ketika pelaku melakukan tindakan
yang dapat diperkirakan melanggar undang-undang, melanggar hak orang lain,
melanggar kewajiban hukum pelaku, melanggar kesusilaan dan ketertiban umum,
atau melanggar norma-norma kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri
sendiri  maupun orang lain  (Setyarini, 2020).  Namun, untuk
mempertanggungjawabkan suatu tindakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum,
harus dipertimbangkan apakah ada kesalahan yang terkandung dalam tindakan
tersebut (Rahmalia, 2023).

Dalam konteks peristiwa hukum, termasuk transaksi E-commerce, tidak
dapat diabaikan kemungkinan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh
salah satu atau kedua belah pihak (Toumahuw, 2023). Pelanggaran hukum tersebut
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dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam transaksi online
(E-commerce), perbuatan melawan hukum dianggap terjadi ketika satu pihak
dengan sengaja melakukan tindakan yang ditujukan kepada pihak lain, yang pada
akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tersebut (Ainun dkk, 2023)..
Perbuatan ini dilakukan secara online melalui instrumen atau data elektronik, yang
melibatkan berbagai cara yang berbeda di internet. Penggunaan informasi
elektronik sebagai sarana untuk menyampaikan informasi memungkinkan
pengiriman dan penerimaan data yang efektif, baik dalam bentuk informasi
elektronik sederhana maupun digital sesuai kesepakatan. E-commerce merupakan
suatu sistem kerangka kerja yang memanfaatkan komponen elektronik yang ada
dalam jaringan internet, dan digunakan dalam konteks bisnis secara elektronik dan
online.

Kegiatan perdagangan melalui E-commerce ini merupakan aktivitas yang
umum dilakukan oleh banyak orang karena kemudahan dan kecepatan dalam
melakukan transaksi jual beli secara online (Hafsyah, 2020). Keuntungan ini
memungkinkan seseorang untuk melakukan transaksi kapan pun dan di mana saja.
Namun, kondisi ini juga memunculkan masalah, karena jika salah satu pihak dalam
transaksi jual beli tersebut melakukan tindakan yang melanggar hukum, pihak yang
merasa dirugikan dalam kesepakatan jual beli online tersebut berhak menuntut ganti
rugi atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum itu (Lestari,
2022). Seseorang dapat dituntut jika mereka melakukan tindakan melawan hukum,
yaitu dengan melakukan tindakan yang salah dengan maksud menipu, tanpa
bertanggung jawab, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain karena
perbuatannya sendiri (Agustin, 2020). Seseorang yang mengalami kerugian dari
tindakan orang lain itu memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dari orang yang
melakukan tindakan melawan hukum tersebut, sesuai dengan ketentuan yang
dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan adanya hubungan
sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum.

Dasar untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas perbuatan yang dianggap
melawan hukum dalam transaksi E-commerce dapat menggunakan Pasal 1365
KUHPerdata tersebut (Budianto, 2023). Tuntutan ini dapat diajukan melalui
penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu melalui pengadilan dengan mengajukan
gugatan, atau melalui penyelesaian sengketa secara non-litigasi di luar pengadilan,
seperti melalui negosiasi, mediasi, dan konsiliasi (Putri, 2023). Dalam menghadapi
kasus perbuatan melawan hukum dalam transaksi E-commerce, dapat diterapkan
ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan pilihan yang dipilih, hal ini
mengingat transaksi jual beli melalui internet tidak terbatas oleh batasan ruang dan
waktu (Kinanti, 2022).

Permohonan ganti rugi dalam gugatan dapat diajukan untuk mendapatkan
penggantian atas kerugian yang telah diderita, biaya pemulihan untuk memulihkan
ketertiban umum dan norma kesusilaan yang terganggu, serta biaya perbaikan untuk
memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai konsekuensi langsung dari perbuatan
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melawan hukum oleh pihak yang bersangkutan (Dianne, 2022). Pihak yang merasa
dirugikan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain memiliki
opsi untuk menyelesaikan sengketa ini melalui proses litigasi di lembaga peradilan
yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di
Indonesia (Putri, 2021). Jika penyelesaian sengketa yang dipilih adalah melalui
jalur litigasi, maka penting untuk memperhatikan ketentuan hukum acara perdata
yang berlaku (Wantu dkk, 2023). Di Indonesia, sesuai dengan ketentuan hukum
acara perdata, perbuatan melawan hukum harus dibuktikan melalui proses
pemeriksaan di lembaga peradilan.

Dan untuk mengatasi hal seperti ini adalah dengan melakukan penafsiran
hukum secara luas serta memperluas arti kata dalam perundang-undangan. Karena
itu, dalam hal kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum dalam E-
Commerce, tuntutan ganti rugi dapat diajukan dengan mempertimbangkan aturan
pembuktian yang berlaku. Oleh karena itu, Pasal 1365 KUHPerdata dapat dijadikan
dasar hukum untuk menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum dalam
transaksi online di E-Commerce. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum
yang terjadi dalam transaksi jual beli elektronik dapat diselesaikan baik melalui
litigasi maupun non-litigasi, sesuai kesepakatan yang diambil dari para pihak. Hal
ini penting agar tidak ada kekosongan hukum yang dapat menyebabkan kerugian
yang lebih besar.

Kesimpulan

Dalam konteks transaksi jual beli secara elektronik, integralnya dengan
konsep dasar perjanjian seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata,
yang menyatakan bahwa perjanjian adalah tindakan di mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam E-commerce, transaksi
online harus dilakukan melalui kontrak elektronik untuk menerapkan prinsip
kebebasan berkontrak seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata.
Prinsip ini memberikan kebebasan kepada individu untuk membuat dan
menentukan bentuk, jenis, dan isi perjanjian, selama memenuhi persyaratan sah
perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan tidak melanggar
ketertiban umum serta kesusilaan. Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana
dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, mengindikasikan bahwa tindakan
melanggar hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain akan mengharuskan
pelaku bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks E-
commerce, tidak dapat diabaikan kemungkinan adanya pelanggaran hukum yang
dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak. Pelanggaran hukum tersebut
dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam transaksi online,
perbuatan melawan hukum terjadi ketika satu pihak dengan sengaja melakukan
tindakan yang merugikan pihak lain. Jika salah satu pihak dalam transaksi jual beli
online melanggar hukum, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi atas
kerugian tersebut. Untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan
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hukum dalam transaksi E-commerce, dapat menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata.
Tuntutan ini dapat diajukan melalui penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu
melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan, atau melalui penyelesaian
sengketa secara non-litigasi di luar pengadilan, seperti melalui negosiasi, mediasi,
dan konsiliasi. Perbuatan melawan hukum dalam transaksi jual beli E-commerce
harus diselesaikan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak agar tidak ada
kekosongan hukum yang dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar.
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